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GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR T0 lrrur zo2g,

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a' bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (4) peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan 

. 
Keuangan Daerah 

".u.gui-..r. telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011, aialisis stand., U.t.rr.j. *.*p.["r.penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya' ,""*digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
b. b*hwa untuk perencanaan dan peiaksanaan kegiatan daramAnggaran Pendapatan dan Beranja Daerah leeeoy Tahun

Anggaran 2o2l serta untuk menunjang e-pranni.ng d.an e
budgeting dalam Sistem Informasi pemeriitahan Daeiah perlu
disusun Analisis Standar Belanja yang disesuaikan dengan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun iozo tentang standar
Harga Satuan Regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2O,Jl;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pernbenturkarr
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia'fahun 2OO7
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322 );

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21
Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l3l2l;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
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Menetapkan

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan pejabat Iainnya sesuai dengan
kebutuhan.

8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja
Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.
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10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

1 1. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.

l2.Program adalah penjabaran kebdakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcomel suatu
program.

14. Deskripsi adalah paparan yang ada pada setiap ASB yang
menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis
ASB.

15. Pengendali Belanja (cost driuer) adalah faktor pemicu belanja
suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari,
jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat
pelatihan, durasi, dan lain-lain.

16. Pengendali Belanja Tetap (fixed cost) adalah belanja yang
nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan.

17. Pengendali Belanja Variabel (uaiable cost)adalah belanja yang
nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume ltarget untuk
melaksanakan kegiatan.

18. Kode Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disebut Kode
ASB adalah nomor identitas jenis ASB sesuai dengan nama
kegiatan dan aktifitas kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN ASB

Pasal 2

(1) ASB dilakukan dari tahap perencanaan tahunan, sebagai alat
ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang
berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
dan pengendalian anggaran

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan saat penyusunan besaran anggaran didalam RKPD,
KUA, dan PPAS.

(3) ASB digunakan TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi
RKA-SKPD.
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(a) Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan ASB,
disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah
dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Jenis-jenis Kegiatan dan Perhitungan ASB tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 201,9 tentang Analisis
Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2Ol9 Nomor 42), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 2) Julil 2ON

R JAWA BARAT, v
RIDWAN KAMI\

Diundangkan di Bandung
pada tanggal?) Jvr,l 2O?O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

UO SETIAWANWANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 
'0




